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ABSTRAK

Di Indonesia, diskursus tentang kerusakan lingkungan telah digaungkan oleh
media massa sejak tahun 1960-an. Dalam hal ini, Indonesia dengan mayoritas
penduduk beragama Islam dan kekayaan alam yang melimpah, mempunyai payung
Hukum UU. No. 32 Tahun 2009 guna memproteksi seluruh kekayaan alam agar tidak
dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, sebagai
konsekuensi logis dari jumlah mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, maka
diskursus pemberian sanksi hukum terhadap pelaku perusakan dan pencemaran
lingkungan melalui kaca mata figh jinayah juga mengemuka ke atas permukaan
kehidupan.

Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan
perbedaan, titik temu, serta signifikansi Sanksi Hukum Pidana Pelaku Pencemaran
Lingkungan Hidup Antara Hukum Islam Dan UU . No. 32 Tahun 2009.

Penelitian ini, bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan data-
data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat,
memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas, sistematis, faktual
dan akurat mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup menurut hukum Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009.
Adapun pendekatan dalam penelitian ini, yaitu normatif-yuridis dalam arti, penelitian
yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum,
perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

Kata Kunci: magasid al-syari’ah, Figh al-Bi’ah, Hukum Pidana, UU . No. 32 Tahun
2009
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987
dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
! Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< ba’ b Be
< ta’ t Te
< Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim j Je
d ha’ h ha (dengan titik di bawah)
d kha’ kh ka dan ha
3 Dal d De
3 zal z zet (dengan titik di atas)
) ra’ r Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
H syin sy es dan ye
B sad S es (dengan titik di bawah)
B dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
b za’ z zet (dengan titik di bawah)
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¢ ‘ain ‘ koma terbalik ( di atas)
¢ gain g Ge

< fa* f Ef

t Qaf q Qi

4 Kaf k Ka

J Lam 1 El

3 mim m Em

o nun n En

3 wawu w We

2 ha’ h H

s hamzah |’ apostrof
S ya’ y Ye

Il. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah ditulis Rangkap

[FRCS ditulis muta’addidah

dds ditulis ‘iddah

I11. T3’ Marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis A

S ditulis Hikmah

Ao ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

b.Bila diikuti kata sandang “a/ ” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis A.
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UNESES

ditulis

Karamah al-auliya’

a.Bila Ta' marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah, atau dammah

ditulis t.
5kl 51S ditulis Zakat al-fitrah
1V.Vokal Pendek
e fathah ditulis a
P kasrah ditulis i
S dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 FATHAH + ALIF ditulis a
ddal~ ditulis Jahiliyah
2 FATHAH + YA’MATI ditulis a
W ditulis Tansa
3 FATHAH + YA’MATI ditulis i
~ ; ditulis Karim
4 DAMMAH + WAWU MATI ditulis u
. ditulis Furud
B
V1. Vokal Rangkap
1 FATHAH + YA’ MATI ditulis Ai
ditulis bainakum
2 FATHAH + WAWU MATI ditulis Au
. ditulis qaul
J#

Xiv




VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof (¢)
i ditulis a antum
('..a\\
us ditulis u’iddat
ditulis la’in syakartum

5

VIIl. Kata sandang alif lam yang diikuti huruf Qomariyyah maupun

Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “al ”

ST ditulis al-Qur’an
oLl ditulis al-Qiyas
¢ Lo ! ditulis al-Sama’
i ditulis al-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi

atau pengucapannya

P 93

ditulis

Zawi al-Furud

Lud) ol

ditulis

Ahl al-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu kerusakan lingkungan merupakan suatu diskursus yang menjadi
perhatian mayarakat global sejak beberapa dasawarsa yang lalu, hal ini
dibuktikan dengan diadakannya Konferensi Stokholm pada 5 Juni 1972 oleh
PBB.* Di Indonesia, diskursus tentang kerusakan lingkungan telah digaungkan
oleh media massa sejak tahun 1960-an. Kemudian memperoleh nafas segar
saat Universitas Padjajaran mengadakan Seminar tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional di Bandung pada tanggal 15-
18 Mei 1972. Hal ini, dalam pandangan Otto Soemarwoto, merupakan
tonggak yang mengawali sejarah dalam diskursus Lingkungan Hidup yang
bergema di Indonesia.’Pada perkembangan selanjutnya, tata kehidupan yang
berwawasan lingkungan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Selanjutnya penyusun akan singkat menjadi UU RI No.
32 Tahun 2009) BAB 1 Ayat 3 yang berbunyi: Pembangunan yang
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan
terencana, yang memajukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke

dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan

*http://epistom.blogspot.com/2010/03/islam-dan-kelestarian-lingkungan-studi.html.
diakses pada 18 Maret 2015

?Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangan, (Jakarta: Djambatan,
2001), him. 1.


http://epistom.blogspot.com/2010/03/islam-dan-kelestarian-lingkungan-studi.html

mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Meminjam pandangan
Sumarlin, UU RI No. 32 Tahun 2009 BAB 1 Ayat 3 tersebut mempunyai dua
konsen utama dalam masalah lingkungan hidup. Pertama, pemeliharaan
kekayaan hayati dan non-hayati yang terkandung di lautan Indonesia. Kedua,
penataan lingkungan yang berupa permukiman penduduk baik di perkotaan
maupun pedesaan.®

Pelaksanaan UU RI No. 32 Tahun 2009 BAB 1 Ayat 3 sangat urgen
mengingat realitas yang terjadi kualitas lingkungan hidup yang semakin
menurun mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya. Dalam kacamata Ali Yafie, kerusakan lingkungan disinyalir
karena adanya pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak mengindahkan
pelestarian sumber daya alam dan eksploitatif.*

Kerusakan lingkungan hidup dari tahun ketahun di Indonesia semakin
parah. Tiga dasawarsa terakhir kita menyaksikan Indonesia menggantungan
hidup dan perekonomian kepada kesuburan sumber daya alam (SDA) yang
melimpah, misalnya :minyak bumi, batu bara,tembaga, emas, timah dan
sebagainya.Sehingga ketergantungan menguras isi perut bumi ini menyisakan
lubang-lubang raksasa, pencemaran udara, air, dan serta sisa galian yang

memerlukan biaya penggalian alam (restorasi) yang tidak sedikit. Sementara

3A. Sony Keraf, “Tiga Prioritas Dalam Menanggulangi Lingkungan Hidup di Indonesia”,

Kompas, 7 Juni, 1973.

231.

* Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), him.



di atas permukaan bumi, penebangan pohon di hutan terus terjadi. Hal tersebut
dapat kita jumpai di Sumatra, Kalimatan, Maluku, Hingga Papua.®

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang ini dihadapi
manusia, secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, karena
kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri.
Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi
terhadap alam, baik yang direncanakan (pembangunan) maupun yang tidak
direncanakan. °

Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam usaha menjaga kelestarian
lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur’ yang terkandung di
dalamnya. Dalam hal ini, Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh
penduduk Indonesia®, mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-
isu lingkungan hidup yang dikenal dengan figh al-bi*ah®. Lebih lanjut, nalar
konseptual dalam figh al-bi’ah ini terbagi dalam dua perspektif. Pertama,

kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori

*Fachrudin Mangunjaya, Konservasi alam dalam islam (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia), him. 10.

®Mujiono, Abdillah, Figh Lingkungan: Panduan spiritual Hidup berwawasan
Lingkungan, cet. | (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), him. 11.

"Hal ini mengingat bahwa Negara merupakan organisasi yang ada di suatu wilayah dan
dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan
yang dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu. Lihat Abdul Razak (ed), Pendidikan
Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), him.
33.

8Sebagai agama mayoritas, penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam tidak kurang
dari 90%. Lihat Abdul Razak (ed), Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat
Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), him. 12.

¥ Mohammad Hammoud, Environment, Ecology, and Islam (New Southwales: Islamic
Foundation, 1990), vol. 5: 3, him. 19.



hukum: wajib, haram, makruz, mubah, dan mandub, sebagaimana yang
dikenal umumnya. Kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis
harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan
lingkungan.*

Sementara itu, lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang
dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana yang
termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa;
‘Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya oleh rakyat.*'Dengan demikian,
ulasan Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip oleh supriyadi, sumber daya
mempunyai daya generasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi
alam dan permintaan layanan ada di bawah batas daya regenerasi dan
asimilasi, sumberdaya terbaharui itu dapat digunakan secara lestari. Tetapi
apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan
fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana
pelayanan akan mengalami gangguan.

Kerugian akibat kerusakan lingkungan yang didera manusia (baca :
masyarakat Indonesia) terwujud dalam bermacam bentuk. Tanah longsor,

pencemaran udara, tanah dan air, banjir, kepunahan spesies flora dan fauna

0Al-Syathibi, al-Muwafaqat, jilid 1, juz 1, him. 102-103.
1 pasal 33 ayat (3)

12 Supriyadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), him. 4.



dan seterusnya.’* Dalam hal ini, khasanah figh Islam merekam inovasi al-
Magqdisi dalam ‘menggodok’ undang-undang tentang Hak Legal Binatang,
yang kemudian Sayyed Iskandar Shah Haneef berharap akademisi Muslim
mendapatkan inspirasi untuk menghasilkan pedoman tentang perlindungan
lingkungan secara definitif.**

Lebih lanjut, pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan
berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga
akan mengancam kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu

baik masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi

lingkungan hidup.

g A demy 8 by Bys ogealy ENo) sy o V! 3 lgwis ¥
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Melihat betapa pentingnya pengaruh lingkungan bagi manusia, maka
yang harus dilakukan adalah menjaga dan melestarikan lingkungan untuk
kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam UU RI No. 32 tahun 2009
pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa : “ Setiap orang berhak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Persoalan lingkungan dimasa yang akan datang, semakin berat dan

bersifat kompleks, sehingga semakin terbuka demi sistem pendidikan formal

BAkhsin  Sakho (ed), Figih Lingkungan (Figh al-Bi'ah), (Jakarta: Conversation
International Indonesia, 2006), him. 20-21.

14 Sayed Iskandar Shah Haneef, Environmental Law in Islam, him. 253-254.

> Al-A’raf (7) : 56.



maupun informal yang telah mencoba memperkenalkan segi-segi
perlindungan lingkungan. Banyak bidang ilmu yang mengkaji tentang
lingkungan, tetapi melihat dari sudut pandang tertentu. Lingkungan dan

permasalahnnya pada akhirnya telah mempunyai spesialisai ilmu sendiri.

Dalam diskursus permasalahan lingkungan hidup, St. Munajat
Danusaputro menganggap, ada tiga bentuk kelompok literature dalam
pembahasannya, yaitu pencemaran, penyelewengan pemanfaatan lahan dan
rusak/habisnya SDA'. Walaupun pada setiap wilayah atau Negara, terdapat
karakteristik permasalahan (pencemaran dan pengrusakan) lingkungan yang
berbeda yang disebabkan oleh berbagai faktor; iklim, geografis dan
demografi. Untuk ukuran Indonesia, dapat dibaca dalam salah satu penjabaran
yang dijelaskan di dalam naskah yuridis RUU Lingkungan, bahwa selain
fakta-fakta yuridis,"" terdapat fakta-fakta empiris yang menaungi Negara
Indonesia adalah berupa iklim dan penampakan geografis yang mempunyai
sumbangsih dalam mempengaruhi laju degradasi lingkungan hidup Indonesia.
Meskipun demikian, adanya fakta empiris ini, tidak boleh dijadikan sebagai
alasan untuk melepaskan tanggungjawab bahwa segala bentuk kerusakan alam
(bencana alam) disebabkan oleh kerentanan secara geografis. Justru

sebaliknya, kerentanan ini menginginkan sikap kehati-hatian dan kearifan

16St. Munajat Danusaputro, Hukum Lingkungan —Buku | Umum, (Bandung: Binacipta,
1980), him. 26-27.

Yfakta yuridis adalah fakta hukum yang terungkap dan dapat dibuktikan di sidang
pengadilan yang terbuka. Namun fakta yang didapat dari keterangan tersangka tidak dapat
dikategorikan sebagai fakta yuridis, akan tetapi ia dinamakan keterangan saja yang bersumber dari
keterangan dari tersangka suatu tindak pidana.



dalam usaha pengelolaan lingkungan yang dimulai sejak awal perencanaan
sampai pada level pelaksanaannya, bahwa sifat unpredictable atau
uncertainity ternadap fenomena kerusakan dan pencemaran lingkungan pada
setiap kegiatan, serta usaha hendaknya menjadi pegangan dan sudah

semestinya dikedepankan.*®

Dalam hai ini, Indonesia sebagai negara yang didalamnya marak akan
perbuatan eksploitasi alam secara ilegal, masih banyak terdapat masyarakat
yang belum mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana yang diterapkan
pemerintah didalam UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam hukum Islam kepada para pelaku
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut. Meski pada
kenyataanya mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam. Lebih
lanjut, al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai
khalifah di bumi. Oleh karena itu, mengurus bumi dan segala isinya
merupakan tanggung jawab manusia dengan mengelola dan memanfaatkanya
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah
untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya
dan tujuan penciptaannya.’® Oleh kerena itu, “tujuan” Allah menetapkan
syariat hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus

untuk menghindari kerusakan (mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat.

8Takdir Rahmadi, Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011) him. 1.

®Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), him.542.



Dalam hal ini, Abu Ishaq al-Syatibi, Dalam kitab al-Muwafagat, merumuskan
“formulasi” tujuan hukum Islam (maqasid al-syari’ah) ke dalam lima hal: 1)
penjagaan agama (hifz al-din), 2) menjaga jiwa (kifz al-nafs), 3) menjaga akal
(hifz al-‘aql), 4) memelihara keturunan (kifz al-nasl), dan 5) memelihara harta
benda (hifz al-mal).*® Al-Syathibi menambahkan, bahwa sesungguhnya
magasid al-syari’ah ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan
agama dan dunia, di mana bila prinsip-prinsip itu diabaikan, maka
kemaslahatan dunia tidak akan tegak berdiri, sehingga berakibat pada
kerusakan dan hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia.>Yusuf al-
Qardlawi menambahkan bahwa posisi pemeliharaan ekologis/lingkungan
hidup (hifz al-"alam) dalam Islam, setara dengan menjaga maqasid al-syari’ah
yang lima.>’Dalam doktrin Islam, kewajiban dakwah pada dasarnya
merupakan kewajiban setiap pemeluk untuk melakukannya.?® Dakwah sebagai
ekspresi dari rasa iman dan takwa kepada Allah, perwujudannya bukan
sekedar dalam bentuk kegiatan pembinaan/peningkatan penghayatan ajaran
atau memperbaiki penghayatan ajaran, melainkan menuju pada dataran yang
lebih luas, yaitu sebagai pelaksanaan keseluruhan ajaran dalam kehidupan

sehari-hari pada orang perorangan dan masyarakat, menyangkut semua sektor

%Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqgat fi Ushul al-Syari’ah, juz 1, him. 109.
2!Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Syari’ah, juz 1, him. 112.

?2Fathurahman,Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
him.94.

2 Syekh ‘Ali Mahfudz, Hidayat al-Mursyidin ila Turug wa al-Khithabah, (Beirut: Dar al-
Ma’rifat, tt), him. 14-15.



kehidupan.**Dalam pengertian ini, maka upaya pelestarian lingkungan hidup

termasuk dalam ranah pelaksanaan dakwah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka
penyusun merasa perlu melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi
sebuah skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku
Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Figh Jinayah Dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup)”

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan

di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan fokus dan titik

pembahasan skripsi ini:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup menurut hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor. 32 Tahun 2009 ?

2. Bagaimana komparasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor.
32 Tahun 2009 dalam hal sanksi tindak pidana bagi pelaku dan

pencemaran lingkungan hidup ?

Siti Uswatun Hasanah, Berdakwah Dengan Jalan Debat Antara Muslim Dan Non
Muslim, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Press, 2007), him. 28
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C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup dalam hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2009.

b. Untuk memetakan perbedaan dan persamaan sanksi tindak pidana
pencemaaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Kegunaan Penelitian ini antara lain:

a. Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan kontribusi terhadap
pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang hukum Islam dan hukum
di Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan sebagai aspirasi penyusun kepada pemerintah
dan lembaga yang berwenang untuk semakain baik dan adil dalam
melaksanakannya.

c. Manfaat praktis bagi penyusun dan pembaca, serta masyarakat pada
umumnya untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam sistem hukum
Islam dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009.

d. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para akademisi Fakultas
Syari’ah dan Hukum pada umumnya dan bagi prodi perbandingan

mazhab pada khususnya.
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D. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur yang penyusun telusuri, ada beberapa
buku,karya tulis ilmiah dan skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas.
Untuk kategori buku yaitu:

Karya Ali Yafie dalam bukunya dengan judul“Merintis Fikih
Lingkungan Hidup“?® Dalam bukunya tersebut Ali Yafie menggagas fikih
lingkungan hidup, yang dirasakan sangat diperlukan dalam pelestarian
lingkungan. Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada sampabh,
pencemaran, penghijauan kembali atau sekadar pelestarian alam tetapi lebih
dari semua itu - masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu
pandangan hidup. Sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang
diakibatkan oleh pengurasan energi dan keterbelakangan yang lebih
merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi yang ekplosif dan tidak bervisi
konservasi.

Karya Mudhofir Abdullah berupa buku“Al-qur’an dan konservasi

Lingkungan 2

yang membahas argument konservasi lingkungan sebagai
tujuan tertinggi syari’ah, dan memaparkan perlunya pembacaan, refleksi dan
tindakan yang seimbang antara ayat-ayat verbal (al-Qur’an) dan ayat-ayat

fi’liyah (alam semesta) sehingga menghasilkan kekuatan intelektual, moral

dan ilmiah, umat Islam untuk menanggulangi krisis lingkungan.

% Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006)

% Mudhofir Abdullah, Al-Qur;an Dan Konservasi Lingkungan (Jakarta : Dian Rakyat,
2010).
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Buku Karya Fachrudin Mangunjaya berupa Konservasi Alam dalam
Islam?’ yang membahas melestarikan alam adalah amanah yang dipikulkan
kepada setiap manusia sebagai khalifah-Nya dan merusak alam berarti
menghianati amanah-Nya. Karya Amir Mu’allim berupa Jjtihad Kemaslahatan
Lingkungan Pengertian Makro®®membahas penegasan bahwa menjaga
lingkungan sama saja menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Dalam bidang hukum, Supriyadi dalam bukunya “Hukum Lingkungan
di Indonesia; Sebuahpengantar” mengemukakan pembahasan mengenai
lingkungan hidup sebagai asset, lingkungan sosial, lingkungan internasional,
lingkungan ekonomi, etika lingkungan dan pengelolaan sebagai dasar dalam
pembelajaran hukum lingkungan Indonesia.?®

Wisnu Arya Wardhana dalam bukunya Dampak Pencemaran
Lingkungan, mencoba mengupas masalah dampak pencemaran lingkungan
dan usaha mengurangi pencemaran lingkungan terkait dengan masalah
dampak industri dan teknologi, pencemaran udara, pencemaran air,

pencemaran darat, dan idikator biologis.*

" Fachrudin Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam (Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia, 2005).

28 Amir Mu’allim, ljtihad Lingkungan Pengertian Makro (Yogyakarta: Jurnal Mazhabuna
edisi V, 2008)

# SQupriyadi, Hukum Lingkungan Indonesia; Sebuah Pengantar, cet Il (Jakarta: Sinar
Grafika), him.5.

%\Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogaykarta: Andi, 2004)
him.3.
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Karya tulis ilmiah yang mengkaji anatara lain karya Mukhlis dan
Musthafa Lutfi, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer. **Menyusul
kemudian karya Muhammad Topan yang mengkaji tentang Kejahatan
Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.*

Dalam bentuk skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Nimatur Rahmah
dengan judul Konsep Figh Lingkungan: Studi Komparasi K.H. Ali Yafie Dan
Mujiyono Abdillah. Dalam skripsi ini diungkapkan bagaimana pandangan K.H
Ali Yafie dan Mujiyono abdillah tentang konsep figh lingkungan, argument
yang mendasari, dan pendangan keduanya, serta relevansi dalam masyarakat
dewasa ini.*

Penelitian atau kajian yang disebutkan diatas, terlihat bahwa masing-
masing hanya membahas mengenai lingkungan menjadi objek tertentu. Akan
tetapi, belum terdapat suatu kajian perbandingan yang spesifik mengenai
sanksi tindak pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungann hidup dalam
figh jinayah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungann Hidup.

31 Mukhlis dan Musthafa Lutfi, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, (Malang:
Setara Press, 2010).

%2 Topan, Muhammad, Kejahatan Korporasi di Bidangg Lingkungan Hidup, (Bandung,
Nusa media, 2009).

%Nimatur Rahmah dengan judul Konsep ‘Figh Lingkungan: Studi Komparasi K.HLM.
Ali Yafie Dan Mujivono Abdillah’ Skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) him. 6
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E. Kerangka Teoretik

Lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal
didalamnya, baik ketika ia tinggal maupun mengasingkan diri yang meliputi
yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati). Dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang,mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. *

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak dapat
dipisahkan. Di satu sisi manusia merupakan bagian integral dari lingkungan,
dan disisi lain manusia memiliki kelebihan akal dan kebebasan dibandingan
dengan komponen lain dalam lingkungan. Oleh karena itu manusia dalam
mengelola lingkungan harus memperhatikan kepentingan lingkungan secara
simultan.

Allah SWT menciptakan alam untuk kepentingan manusia dan seluruh
makhluk yang ada didalamnya, sehingga dapat melangsungkan kehidupan.
Manusia diciptakan dalam bentuk akal yang sempurna, kemudian diberi

amanat untuk menjadi pemimpin dibumi, sebagaimana firman Allah :

Tiads 23 § e GRS 2y J3,

% Supriyadi, hukum Lingkungan, him. 5.

% Al-Bagarah (2) : 30.



15

Selain sebagai khalifah, manusia juga diciptakan sebagai rahmat
seluruh alam, sehingga dengan keberadaan manusia, alam mendapatkan
rahmat berupa kemakmuran, kelestarian dan perlindungan akan

keseimbangan, sebagaimana firman Allah SWT :

%0 llall £, V) Sl L,

Dalam suatu kehidupan yang damai, terjalin interaksi dan harmonisasi
antara semua komponen yang ada.Manusisa sebagai komponen yang paling
dominan dalam lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam
menentukan keseimbangan dan keserasian lingkungannnya. Oleh karena itu,
manusia diberi aturan untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi

sebagaimana firman Allah SWT :

3

T a2y (3 1525 ¥y Reloal ol |yt

rd

Pada kenyataanya kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini adalah
karena ulah manusia yang tidak memperhatikan lingkungannya. Perbuatan
yang dilakukan oleh manusia menyebabkan kerusakan sehingga mengganggu
keseimbangan alam

el ok sl jan g ) st CaeSlomly 01 ol il

38
O

% Al-Anbiya’ (21) : 107.
¥Hud (11) : 85.

$Ar-Rum (30) : 41.
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Pada dasarnya, penyebab terganggunya kestabilan dan keseimbngan
lingkungan karena ulah manusia adalah melalui dua cara yaitu perusakan dan
pencemaran. Perusakan yaitu perbuatan manusia yang sadar atau tidak sadar,
langsung maupun tidak langsung mengakibatakan kerusakan suatu
lingkungan. Sedangkan pencemaran Yyaitu masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain dalam suatu lingkungan.*

Sebelum membahas lebih jauh mengenai sanksi terhadap pelaku
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut Islam, terlebih dahulu
penyusun paparkan mengapa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Allah SWT befirman :

b Al Ay 5 ey s 0sely Vo] am (o)) (3 lpais Y,

40

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam, pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan, dalam
hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah yang ditafsirkan menurut
Abdul Qadir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh
Allah dengan had/at-fa’zir. Sedangkan ancaman hukumannya dapat disebut
dengan uqubah, yaitu balasan dalam bentuk hukuman yang jenis hukumannya

ditentukan oleh syara’.**Perbuatan larangan tersebut adakalanya mengerjakan

% Dwidjoseputro, Ekologimanusia dengan lingkungan, (Jakarta : Erlangga, 1990) him. 12

0 Al-A’raf (7) : 56.

' Hanafi ahmad, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Bulan Bintang, 1989),

him.12.
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perbuatan yang dilarang atau pun meninggalkan perbuatan yang
diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai
perbuatan atau tindakan anti sosial yang memnimbulkan kerugian,
ketidakpatutan dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada
pelaku kejahatan. *2

Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat
diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut : pertama, unsur formil yaitu adanya nash atau peraturan yang
menunjukkan larangan terhadap sesuatu perbuatan yang diancam dengan
hukuman. Kedua, unsur materil yakni adanya perbuatan melawan hukum baik
perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Ketiga, unsur moril yakni pelaku
adalah orang-orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf
terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.*?

Perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat
dikategaorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena telah mengandung
ketiga unsur yang disebutkan diatas. Tanpa ketiga unsur tersebut, maka
perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tidak dapat
dikategoerikan sebagai tindak pidana (jinayah).

Mengenai sanksi, ketentuan sanksi atau hukuman bagi pelaku
pencemaran lingkungan hidup dalam syari’at Islam tidak disebutkan secara

jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Dengan demikian penyusun

*2 sudjono Simanjutan, Doktrin-Doktrin Kriminologi (Bandung: Alumni, 1987), him. 41.

* Abdul Qadir Audah, Tafsir al-jinai islam, (Beirut: Muassasa Risalah,1994), him. 66 .
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melihat bahwa tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
termasuk kategori tindak pidana (jarimah) takzir, karena perbuatan tersebut
sangat jelas dilarang oleh syara’, akan tetapi tidak ditentukan sanksinya dalam
al-Qur’an dan al-Hadis.

Syara’ tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap
Jjarimah takzir, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari
yang seringan-ringannya seperti nasihat, ancaman sampai yang seberat-
beratnya.**Adapun penerapan dan penentuan sanksi untuk tindak pidana
perusakan dan pencemaran lingkungan hidup diserahkan kepada penguasa
(uli’l amri), dalam hal ini adalah hakim dengan ijzihadnya diberi kebebasan
untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan macam jarimah takzir serta
keadaan si pelakunya.

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan
untuk merealisir kemaslahan umum, memberikan manfaat dan menghindari
kemadharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari’ah
adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.

Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup sehingga
melewati batas baku mutu dapat dikatakan kejahatan dalam UU. No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kejahatan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan dipenjara dan didenda.

Penegakan hukum pidana merupakan ultitum remedium, atau upaya

terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman

*Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 189) him. 8.
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penjara atau denda.Penegakan hukuman ini tidak berfungsi memperbaiki
lingkungan yang tercemar, melainkan dapat menimbulkan efek jera yang
sangat efektif.

Pencemaran dan perusakan lingkungan adalah salah satu bentuk
perbuatan pidana.Dikatakan demikian karena bersifat melawan hukum dan
dapat dicela.**Bersifat melawan hukum, namun tidak dipidana jika tidak
dapat dicela pelakunya. Ada dua macam tindak pidana dalam UU.No.32
Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu
delik materil dan delik formil.

Delik materil yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan penjara
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(Sepuluh milyar rupiah)“®. Jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian
dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp
15.000.000.000, 00. Sedangkan delik formil atau pelanggaran peratuan
administrasi yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara
paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).*’

Dalam menjalankan hukum pidana, diperlukan hukum acara pidana.
Hukum acara pidana tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah

] E. Sahetapy, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 2006). him. 27.
¢ UU RI No. 32 Tahun 2009 pasal 98 ayat 1

" UU RI No. 32 Tahun 2009 pasal 115
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kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan keetentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan
tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum dan selajutnya diminta pemeriksaan dan putusan dari
pengadilan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.*®
Dalam perspektif figh siyasah syar’iyyah, apapun peraturan
perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran

agama harus membawa kepada kemaslahatan umat manusia, *

sekaligus
untuk mencegah dan menghindari mafsadah> dunia dan akhirat, yang dikenal
dengan magasid al-syari’ah °', karena agama Islam datang sebagai rahmat
bagi umat manusia seluruhnya.®® Kemaslahatan yang dimaksud adalah

meliputi lima jaminan dasar anatar lain: 1) kemaslahatan agama 2)

keselamatan jiwa 3) keselamatan akal 4) keselamatan keluarga dan keturunan

*8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (jakarta: Sinar Grafika,t.t), him. 81.
* Abd al Wahab Khallaf, Usul Figh, cet.ke 13, (Kairo: Dar al Qalam, 1978), him. 197.

0 yusuf al Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam, alih bahasa: Muhammad Zakki dan
yasir Tajid, cet.ke | (Surabaya: Dunia llmu, 1417 H), him.64 .

°! Faturrahman Djamil, M.A, Filsafat Hukum Islam, cet.ke l(Jakarta: Logos Wacana
llmu, 1997) him. 24.

2Al- Anbiya’ (21): 107
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dan 5) keselamatan harta benda.’*Syariat-syariat itulah yang kemudian

dinamakan dengan al-darirah al-khamsah.>*

Menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan perusakan adalah
wajib yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam
rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari’at (maqgasid al-syari’ah) tujuan dari
syari’at Islam adalah mencegah kerusakan (mafsadah) dan mendatangkan
kemaslahatan (maslahah) bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan
termasuk lingkungan hidup secara bijak. Salah satu aspek maqgasid al-syari’ah
dibagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi,>yaitu :

1. darariyah ,yaitu keharusan-keharusan yang harus ada demi kelangsungan
hidup manusia. Jika sesuatu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan
hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta
dan keturunan.

2. Hajiyyah, jenis magasid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan,
menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik
terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

3. Tahsiniyah, tujuan magasid ini adalah agar manusia dapat melakukan yang
terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan

manusia. la tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi

**Muhammad Abu zahrah, Usul Figh, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk., cet. Ke 5.

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), him. 425-426., Ali Hasbullah, Ulul at-Tasyri’ al-Islami,
cet. Ke 3, Mesir: Dar al-ma’arif, 1964, him.260.

*Yusuf al-Qaradhawi, Islam Agama ramah Lingkungan, him.59.

**Yudian Wahyudi, Usul Fikih versus Hermeneutika, cet Ke 5 (Pesantren Nawesea Press,
2007), him. 45.
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berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang
dan penghias kehidupan manusia.

Oleh karena itu penyusun menggunakan pendekatan lima tujuan dasar

Islam (magasid al-syari’ah). Maka sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan

hidup adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan upaya untuk

melindungi lima komponen kelangsungan hidup manusia.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam

penelitian. Disamping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan

penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih

optimal.

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Yaitu
penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya, baik
sebagai sumber primer maupun sumber sekunder.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analitik-komparatif,
yaitu memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa
dan interpretasi yang tepat’’ juga memberikan gambaran dan

membandingkan secara tepat, jelas, sistematis, faktual dan akurat

him. 6.

*Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),

> Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta : Andi Offset, 1990). him. 9.
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mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pencemaran lingkungan
hidup menurut hukum Islam dan UU. No. 32 Tahun 2009. Deskripsi,
karena dalam masalah ini penyusun mendeskripsikan pandangan hukum
Islam dan hukum positif tindak pidana terhadap pelaku pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup. Komparatif artinya penyusun melakukan
analisis dengan mengkomparasikan kedua pandangan hukum tersebut

dalam melihat dan menilai masalah ini.

. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-yuridis. Penelitian normatif-yuridis adalah penelitian yang
mencakup tentang asas-asa hukum, sistematika hukum, sejarah hukum,
perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data
yang digunakan adalah telaah dokumen, literer dan penulusaran naskah,
yaitu dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah dan
artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dan ditulis oleh
pakar hukum Indonesia tentang pelestarian lingkungan, dan figh Islam
tentang lingkungan, kemudian dikaji dan dianalisis untuk mencari
landasan pemecahan masalah.

Adapun kitab atau buku primernya adalah figh, Hadis dan UU. No.
32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup,

sedangkan sumber penunjang lainnya adalah Buku karya Ali yafie,
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Merintis Figh Lingkungan Hidup (jakarta, Yayasan Amanah, 2006),
Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an dan konservasi Lingkungan ,(Jakarta :
Dian Rakyat, 2010), Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam (yogyakarta:
Logung Pustaka, 2004), A. Djazuli, Figh jinayah (Jakarta:
RajaGrafindo,1997), Topo Santoso , Membumikan Hukum Pidana Islam
(jakarta, Gema Insani Press, 2003), Khalid mas’ud, Filsafat Hukum Islam
dan Perubahan Sosial Terj. Yudian Wahyudi Asmin, (Surabaya: Al Ikhas,
1995) , Philip Kristanto, Ekologi Industri (Yogyakarta: Andi, 2004),
Harun Husein, Linkungan Hidup : Masalah, pengelolaan, Dan
Penegakkan Hukumnya (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Wisnu Arya
Wardhana , Dampak Pencemara Lingkungan(Yogyakarta: Andi Offset,
2004), Jimly Asshidigie, Green Constution (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
Mukhlis dan Musthafa Lutfi, Hukum Administrsi Lingkungan Kontemorer,
(Malang: Setara Press, 2010), dan lain-lain yang berkaitan dan relevan
dengan kajian skripsi ini.
5. Analisis Data
a. Deskriptif kualitatif yaitu metode analisi data yang mengelompokkan
dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut
kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori,
asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi
kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang

dirumuskan
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b. Komparatif yaitu metode untuk menganalisis data yang berbeda
dengan jalan membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih

benar atau mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah,
utuh, dan sistematis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab.

Bab pertama, yakni pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup, Meliputi : Pengertian lingkungan hidup, Konsep
lingkungan hidup dalam Islam, unsur-unsur lingkungan hidup, pembagian
lingkungan hidup, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai ketentuan tentang
sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan menurut figh jinayah dan UU
No.32 Tahun 2009, meliputi : unsur-unsur hukum pidana Islam,sanksi pidana
dan macam-macamnya, sanski bagi pencemaran menurut hokum Islam (figh
Jinayah).

Bab keempat, merupakan Analisis perbandingan antara hukum Islam
dan UU. No. 32 Tahun 2009 tentang sanksi pidana pelaku pencemaaran dan

perusakan lingkungan. Yang meliputi : persamaan dan perbedaansanksi pidana
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pencemaaran dan perusakan lingkungan, Titik temu dan Relevansinya dalam
pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
Bab kelima merupakan kesimpulan dan penutup yang berisi jawaban

dari pokok permsalahan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam penelitian mengenai sanksi pidana pelaku pencemaran

lingkungan hidup menurut hukum pidana Islam (jinayah) dan UU.No. 32

Tahun 2009 yang dilakukan penyusun, terdapat beberapa kesimpulan yang

dapat diambil. di antaranya :

1. Dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, penyusun melihat bahwa
sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup berupa ta’zir, dan
diserahkan kepada hakim. Dalam hal ini, hakim harus jeli dalam
menentukan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan akibat yang
telah ditimbulkan oleh pelaku perusakan lingkungan tersebut. Apabila
perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka
kiranya hukuman yang pantas diberikan adalah hukuman mati, jika
perbuatan tersebut mengakibatkan seseorang luka, maka hukumannya
adalah jarimah pelukaan. Lebih lanjut, dalam fikih Islam dikenal adanya
konsep Magqasid al-Syari’ah.

Pengaturan pidana mengenai aspek lingkungan hidup dalam
hokum positif Negara Indonesia, ditandai dengan lahirnya undang-undang
yang dinilai sebagai sifat komprehensif dan terpadu atas lingkungan, yakni
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Pola hokum pidana lingkungan kemudian berkembang setelah

109
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diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengakomodasikan berbaga
perkembangan system pidana di dalam lingkungan hidup. Akan tetapi,
sebagaimana sudah dijelaskan di atas, UU RI No. 23 Tahun 1997 diganti
dengan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU. 32 Tahun 2009 sanksi pidana
bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 99, 100,
113, 115, 116, 117, 118, dan 119

. Titik persamaan dalam berlakunya hokum pidana dan pemberian sanksi
tindak dalam suatu masyarakat, baik menurut hukum jinayah, maupun UU.
No. 32 Tahun 2009, pada dasarnya berkaitan dengan tiga unsur/ komponen
hukum yang satu sama lainnya terkait erat. Titik perbedaan hukum Islam
Dan UU. No. 32 Tahun 2009 adalah dalam bentuk sanksi kepada pelaku
pencemaran lingkungan hidup. Kemudian, prinsip yang menjadi titik temu
sanksi hukum pidana pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup menurut
hukum Islam Dan UU. No. 32 Tahun 2009 adalah ‘“kemaslahatan
manusia”. Relevansi kajian tentang sanksi pidana menurut hokum pidana
Islam dan UU. NO. 32 Tahun 2009 dalam hal memperkenalkan aspek
hukum Islam dan positif dalam menghadapi isu-isu perusakan lingkungan

hidup semakin memprihatikan, terutama di Indonsesia.
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B. Saran

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak
hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Lebihlanjut,
antara manusia dengan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbale balik,
dimana manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, manusia
dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada didalam lingkungan
hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan darinya. Oleh karena itu, dalam usaha
meningkatkan  kesadara nmanusia (terutama di Indonesia) untuk
memanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan kerusakan alam,

disarankan:

1. Kepada Pemerintah, dalam hal in iadalah Kementerian Lingkungan Hidup
sebagai stakeholder utama penanganan masalah lingkungan hidup, untuk
mensosialisakan secara kontinyu kepada seluruh lapisan masyarakat
Indonesia tentang sanksi hukum yang termaktub dalam UU. No. 32 Tahun

2009.

2. Kepada pejabat pemerintan pembuat Undang-undang, dimohon untuk
mengkaji lebih mendalam tentang relevansi konsep figh al-bi’ah untuk
dipadukan dengan UU. No. 32 Tahun 2009 terkai tmasalah sanksi terhadap

pelaku perusakan lingkungan hidup.

3. Menindak tegas bagi pelaku industry yang sudah terbukti menggunakan
bahan-bahan tidak ramah lingkungan hidup, sehingga sumber daya alam

yang ada, bias dinikmati oleh generasi mendatang.
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LAMPIRAN I

No

Bab

Him

Foot Note

Terjemahan

16

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,
sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-
Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

15

37

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan

seorang khalifah di muka bumi.”

16

38

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

16

39

...dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-
hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di

muka bumi dengan membuat kerusakan.

16

40

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

17

42

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,
sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-
Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

72

40

“Perumpamaan orang-orang yang mengakkan hukum
Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah
laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah
kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di
atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka
orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak
mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di




atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang
pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang
yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan
saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan
jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan
selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya”.




BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699
Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah
Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan
gelaran Imam Hanafi. Berketurunan Parsi bukan dari bangsa arab atau
bahasa lainnya digelar orang “Ajam”. Kemasyhuran nama tersebut
menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab: Karena ia mempunyai
seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan
dengan Abu Hanifah.Karena semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan
menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang
hanif (kecenderungan/condong) pada agama. ltulah sebabnya ia masyhur
dengan gelaran Abu Hanifah. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta.
Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith, ke mana, ia pergi selalu
membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

2. Al-lmam Malik

Imam Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93H/711M. Beliau
dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam
dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, radhiallahu ‘anhum. Sejarah
keluarganya juga ada hubungkait dengan ilmu Islam, dengan datuknya
sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadith yang terkemuka.
Pakciknya juga, Abu Suhail Nafi' adalah seorang tokoh hadith kota
Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Malik bin Anas mula
mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadith. Abu Suhail Nafi' ialah
seorang tabi'in yang sempat menghafal hadith daripada'Abdullah ibn
'‘Umar, 'Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Salamah, Abu Hurairah dan Abu
Sa'id al-Khudri radhiallahu ‘anhum.

Selain Nafi', Imam Malik bin Anas juga duduk berguru dengan Jaafar as-
Shadiq, cucu kepada al-Hassan, cucu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam.Imam Malik juga duduk belajar di Masjid Nabawi, Madinah dan
berguru dengan Muhammad Yahya al-Ansari, Abu Hazim Salmah ad-
Dinar, Yahya bin Saad dan Hishambin 'Urwah.Mereka ini semua ialah
anak murid kepada para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
Suasana kehidupan Imam Malik bin Anas di Madinah yang ketika itu
dipenuhi dengan para tabi'in amatlah menguntungkannya. Para tabi'in ini
adalah mereka yang sempat hidup bersama sahabat-sahabat Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka sempat belajar, mendengar hadith dan
mengamalkan perbuatan para sahabat secara terus. Inilah antara sebab
kenapa Imam Malik bin Anas tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali
apabila pergi menunaikan ibadat hajinya.



3. Al-Imam asy-Syafi’i

Imam Syafi’i bernama Muhammad bin Idris. Salasilah keturunan beliau
adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafie bin Saib bin
Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutalib bin Abdul Manaf. Keturunan
beliau bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada datuk Nabi
Muhammad yang ketiga iaitu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Ghuzah
nama sebuah kampung yang termasuk daerah Palestin, pada bulan Rejab
150 H atau 767 Masehi. Tempat asal ayah dan bonda beliau ialah di Kota
Makkah. Imam Syafi’i lahir di Palestina kerana ketika itu bondanya pergi
ke daerah itu demi keperluan penting. Namun di dalam perjalanan menuju
Palestina tersebut ayahnya meninggal dunia, sementara Imam Syafie
masih dalam kandungan ibunya.Setelah berumur dua tahun baru Imam
Syafie dan ibunya kembali ke Kota Makkah.Ketika berumur 9 tahun beliau
telah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 19 tahun telah mengerti isi kitab Al-
Muwatha’, karangan Imam Malik, tidak lama kemudian Al-Muwatha’
telah dihafalnya.Kitab ~Al-Muwatha’ tersebut berisi hadith-hadith
Rasulullah SAW, yang dihimpun oleh Imam Malik.Karena kecerdasannya
pada umur 15 tahun beliau telah diizinkan memberi fatwa di hadapan
masyarakat dan menjawat sebagai guru besar ilmu hadith serta menjadi
mufti dalam Masjidil Haram di Makkah.Ketika berumur 20 tahun beliau
pergi belajar ke tempat Imam Malik di Madinah, setelah itu beliau ke Irak,
Parsi dan akhirnya kembali ke Madinah. Dalam usia 29 tahun beliau pergi
ke Yaman untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tentang ketaatan beliau
dalam beribadah kepada Allah diceritakan bahawa setiap malam beliau
membagi malam itu kepada tiga bahagian.Sepertiga malam beliau gunakan
kewajipan sebagai manusia yang mempunyai keluarga, sepertiga malam
untuk solat dan zikir dan sepertiga lagi untuk tidur.

4. Al-Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau adalah Imam yang
keempat dari fugahak Islam. Beliau memiliki sifat-sifat yang luhur dan
tinggi. Ahmad bin Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal
tahun 164H. Beliau termasyhur dengan nama datuknya Hambal, kerana
datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Ibnu Hambal hidup dalam keadaan
miskin, kerana ayahnya hanya meninggalkan sebuah rumah kecil dan
tanah yang sempit. Beliau terpaksa melakukan berbagai pekerjaan.Beliau
pernah bekerja di tempat tukang jahit, mengambil upah menulis, menenun
kain dan kadangkala mengambil upah mengangkat barang-barang orang.
Beliau lebih mementingkan makanan yang halal lagi baik dan beliau tidak
senang menerima hadiah-hadiah. Ketika ia masih berumur 14 tahun,
Ahmad bin Hambal telah belajar mengarang dan menghafal Al-Quran.
Beliau bekerja keras dalam menuntut ilmu pengetahuan.Sebagai seorang
ulama yang sangat banyak ilmunya, Ibnu Hambal pun seorang yang teguh
imannya, berani berbuat di atas kebenaran. Dia tidak takut bahaya apa pun
terhadap dirinya di dalam menegakkan kebenaran itu.



LAMPIRAN 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

a.

bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap
warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan;

bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan
dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan
iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33

ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.
Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini
dan generasi masa depan.
Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya
disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam
kurun waktu tertentu.
Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan
utuh-menyeluruh  dan saling mempengaruhi dalam  membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antarkeduanya.
Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.

VI



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber
daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu
sebagai unsur lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang
telah ditetapkan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang
oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk
menjamin  pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai
serta keanekaragamannya.

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau
tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan
variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat
dibandingkan.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
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Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan
makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3,
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,
dan/atau penimbunan.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan,
dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi,
waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan
hidup tertentu.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih
yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada
lingkungan hidup.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan
terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan
dengan lingkungan hidup.

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam
yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup
secara lestari.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada
asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,
serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap
orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan
hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam
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rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

36. lzin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis
untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB Il
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan

berdasarkan asas:

tanggung jawab negara;

kelestarian dan keberlanjutan;

keserasian dan keseimbangan;

keterpaduan;

manfaat;

kehati-hatian;

keadilan;

ekoregion;

keanekaragaman hayati;

pencemar membayar;

partisipatif;

kearifan lokal;
. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

otonomi daerah.
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Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan Kkelestarian
ekosistem;



d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

f.  menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa Kkini dan generasi masa
depan;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai
bagian dari hak asasi manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

1. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan
f.  penegakan hukum.
BAB Il
PERENCANAAN
Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan
melalui tahapan:

a. inventarisasi lingkungan hidup;

b. penetapan wilayah ekoregion; dan

c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional;
b. tingkat pulau/kepulauan; dan
c. tingkat wilayah ekoregion.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan
informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan;
c. bentuk penguasaan;
d. pengetahuan pengelolaan;



1)

2)

e. bentuk kerusakan; dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Ekoregion
Pasal 7
Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan
dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
karakteristik bentang alam;
daerah aliran sungai;
iklim;
flora dan fauna;
sosial budaya;
ekonomi;
kelembagaan masyarakat; dan
hasil inventarisasi lingkungan hidup.

SQ Hhd o0 o

Pasal 8
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya
dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

(1)

()
(3)

(4)

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 9
RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
a. RPPLH nasional;
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupaten/kota.
RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun
berdasarkan inventarisasi nasional.
RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun
berdasarkan:
a. RPPLH nasional;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.
RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun
berdasarkan:
a. RPPLH provinsi;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.
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Pasal 10
RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
keragaman karakter dan fungsi ekologis;
sebaran penduduk;
sebaran potensi sumber daya alam;
kearifan lokal;
aspirasi masyarakat; dan
perubahan iklim.
PPLH diatur dengan:
peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional,
peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
PPLH memuat rencana tentang:
pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan
hidup;
pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber
daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan
jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

SR VO TR Ve L0 TR
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Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal
10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1)
@)

(3)

BAB IV
PEMANFAATAN
Pasal 12
Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun,
pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
nasional dan pulau/kepulauan;
b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
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c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan

1)
@)

3)

daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan,
peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

terdiri atas:

—ART T Se@ho o0 o

3

KLHS;

tata ruang;

baku mutu lingkungan hidup;

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

amdal;

UKL-UPL;

perizinan;

instrumen ekonomi lingkungan hidup;

peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
anggaran berbasis lingkungan hidup;

analisis risiko lingkungan hidup;

audit lingkungan hidup; dan

instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu
pengetahuan.
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@)

(3)

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan

bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana
pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap
kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;

b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau
program; dan

c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,
rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS memuat kajian antara lain:

a.

S0 o0 o

1)

@)

kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;

perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

kinerja layanan/jasa ekosistem;

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17
Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar
bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu
wilayah.
Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa
daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib
diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
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(5)

Pasal 18
KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan
melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 19
Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan
masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada
KLHS.
Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20
Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku
mutu lingkungan hidup.

Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

a. baku mutu air;

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;

f.  baku mutu gangguan; dan

g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.
Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan
hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan
huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur
dalam peraturan menteri.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
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Pasal 21
Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan
ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan/atau lahan;
kriteria baku kerusakan mangrove;
kriteria baku kerusakan padang lamun;
kriteria baku kerusakan gambut;
kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater
antara lain:
a. kenaikan temperatur;
b. kenaikan muka air laut;
c. badai; dan/atau
d. kekeringan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

SQ oo

Paragraf 5
Amdal
Pasal 22
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana
usaha dan/atau kegiatan;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena
dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

«

Pasal 23
Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib
dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
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(2)

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang
tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau  kerusakan lingkungan hidup serta
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar
budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi
pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar
untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang

wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar
penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 25

Dokumen amdal memuat:

a.
b.
C.
d.

e.

f.

(1)
(2)

3)

pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan;

prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang
terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk
menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh
pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian
informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum
kegiatan dilaksanakan.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. yang terkena dampak;
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(4)

b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27

Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 28
Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan
Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi
dampak serta pengambilan keputusan; dan
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.
Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal
yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi
penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29
Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:

a. instansi lingkungan hidup;

b. instansi teknis terkait;

c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang
timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan

f. organisasi lingkungan hidup.
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim
teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis
dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.

(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 31
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup.

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6
UKL-UPL
Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria
wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib
memiliki UKL-UPL.
(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan

b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
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(3)

1)
)

(3)

(4)

1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur
dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 36
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-
UPL wajib memiliki izin lingkungan.
Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
Izin  lingkungan diterbitkan oleh  Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib

menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak

dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat

dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung
cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran
dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum
dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL
tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.

Pasal 38

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin
lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha
negara.

(1)

Pasal 39
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib  mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin
lingkungan.
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(1)
(2)
(3)

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40
Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan.
Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan
dibatalkan.
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1)

(@)

1)

)

3)

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Pasal 42
Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen
ekonomi lingkungan hidup.
Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto
yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan
hidup;

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan

d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 ayat (2) huruf b meliputi:

a. danajaminan pemulihan lingkungan hidup;

b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan
lingkungan hidup; dan

c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)

huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:

a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;

b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
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c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah
lingkungan hidup;

d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau

emisi;

pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;

pengembangan asuransi lingkungan hidup;

pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan

sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

SKQ o

Paragraf 9
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional
dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
Pasal 45
(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan
hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki Kkinerja
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 46
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka

pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami
pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan,
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk
pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan
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kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan
analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengkajian risiko;
b. pengelolaan risiko; dan/atau
c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup
Pasal 48
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan Kkinerja
lingkungan hidup.

Pasal 49
(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap
lingkungan hidup; dan/atau
b. penanggung jawab wusaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit
lingkungan hidup.
(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko
tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50
(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat
melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk
melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51

(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49
dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.

(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

(3) Kiriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan

hidup;
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(4)

b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pengambilan  kesimpulan, dan
pelaporan; dan

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut
audit lingkungan hidup.

Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan

Menteri.
Bagian Ketiga
Penanggulangan
Pasal 53
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

(2)

(3)

(1)
@)

hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat;

b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
dan/atau

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 54
Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
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3)

1)

(2)
(3)

(4)

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 55
Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup.
Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan
hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1)

)

3)

(4)

BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 57
Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
a. konservasi sumber daya alam;
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
c. pelestarian fungsi atmosfer.
Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi kegiatan:
a. perlindungan sumber daya alam;
b. pengawetan sumber daya alam; dan
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu
tertentu.
Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
C. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya
alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58

(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

@)

(1)
(@)
(3)
4)
()

(6)
(7)

Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,
memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib
melakukan pengelolaan B3.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan
limbah B3 yang dihasilkannya.
Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah
kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah
B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan
lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi
pengelola limbah B3 dalam izin.
Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dumping

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media
lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 61

XXVI



(1)

(2)
3)

1)

(2)
(3)

(4)

1)

Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan
dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
di lokasi yang telah ditentukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping
limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 62
Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi
lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi
mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan
informasi lingkungan hidup lain.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur
dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH
DAERAH

Pasal 63

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas

dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan nasional;

b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH
nasional;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;

e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-
UPL;

f.  menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi
gas rumah kaca;

g. mengembangkan standar kerja sama;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

I.  menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam
hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan
keamanan hayati produk rekayasa genetik;
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(@)

<€

N< X =

aa.

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian
dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta
limbah B3;

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan
lingkungan laut;

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan
dan peraturan perundang-undangan;

mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
pengaduan masyarakat;

menetapkan standar pelayanan minimal;

menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

mengelola informasi lingkungan hidup nasional,
mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
menerbitkan izin lingkungan;

menetapkan wilayah ekoregion; dan

melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi
bertugas dan berwenang:

a.
b.
C.

d.

menetapkan kebijakan tingkat provinsi;

menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH
provinsi;

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-
UPL;

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah
kaca pada tingkat provinsi;

mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
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3)

=

>

g.
r

S.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota;

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada
kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

melaksanakan standar pelayanan minimal,

menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup pada tingkat provinsi;

mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan hidup;

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan

melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat
provinsi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah
kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

a.
b.
C.

- > —h

=

menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH
kabupaten/kota;

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-
UPL;

menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah
kaca pada tingkat kabupaten/kota;

mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
memfasilitasi penyelesaian sengketa;

melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan
dan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan standar pelayanan minimal;

melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup pada tingkat kabupaten/kota;

mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
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m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi
lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota.

e

Pasal 64
Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 65

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
bagian dari hak asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 67
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
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1)

(2)

1)
(2)

3)

menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 69

Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

f.  membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin
lingkungan;

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

i.  menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
dan/atau

J. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan

dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 70
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya
untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Peran masyarakat dapat berupa:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
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d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat  untuk
melakukan pengawasan sosial; dan

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi
teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat
fungsional.

Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap izin lingkungan.
Pasal 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh
pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (3) berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang
diperlukan;
memasuki tempat tertentu;
memotret;
membuat rekaman audio visual;
mengambil sampel;
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h. memeriksa peralatan;
I.  memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j.  menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat
melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi
pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas
lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 76
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan
ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah
secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang
serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab
pemulihan dan pidana.
Pasal 79
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan
huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak
melaksanakan paksaan pemerintah.
Pasal 80
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)
huruf b berupa:
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
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g.

pemindahan sarana produksi;

penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
pembongkaran;

penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;

penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului
teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

a.

b.

C.

ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan
hidup;

dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau

kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak
segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak

melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap
keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan
lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk
pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya
atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan
atau di luar pengadilan.
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Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela
oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk
mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran
dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat
digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86
Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga
penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas
dan tidak berpihak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian
sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau
lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan
tindakan tertentu.

XXXV



(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan
bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang
melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau
kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap
hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang
menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab
mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89

(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti
tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau
kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan
dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 90

(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di
bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan
tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
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Pasal 91
Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk
kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila
mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup.
Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar
hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota
kelompoknya.
Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92
Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan
untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan
tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi
persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut
didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya
paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 93

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha

negara apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen amdal,

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
UKL-UPL; dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha
dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara

mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV
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PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 94

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan

hidup.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan
peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan
bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

f.  melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

h. menghentikan penyidikan;

i.  memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio
visual;

j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau
tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan

penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan,

penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik

pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara

Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
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Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik
pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil
disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95
Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan
hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai
negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 96
Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup

terdiri atas:

o o0 o

(1)

(2)

keterangan saksi;

keterangan ahli;

surat;

petunjuk;

keterangan terdakwa; dan/atau

alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97
Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,
baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
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(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya
baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100

(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi,
atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk
rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) dan  paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara
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paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke
media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf ¢ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima  miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107
Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan
perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
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Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi
penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin
usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya
nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan
yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan
penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114
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Setiap penanggung jawab wusaha dan/atau kegiatan yang tidak
melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau
pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas

nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a. badan usaha; dan/atau

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut
atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak
pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan
hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana
tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri
atau bersama-sama.

Pasal 117
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman
pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan
sepertiga.

Pasal 118
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat
(1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh
pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,
terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib
berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
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e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan
instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi
sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua)
tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau
kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit
lingkungan hidup.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua)
tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau
kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 122
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu)
tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal.
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu)
tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi
auditor lingkungan hidup.

Pasal 123
Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah
dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang
baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diberlakukan.

Pasal 127
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, = memerintahkan  pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal, 3 Oktober 2009
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

ANDI MATTALATTA
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak
konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara,
pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk
melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia
dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta
makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua
benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang
menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia
mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk
yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan
sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan
dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara
berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak
perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan,
terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta
penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil,
dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak
merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam
yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan
hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup
harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang
dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan,
desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan
kearifan lingkungan.

Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  menuntut
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan
secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan
fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana,
dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan
pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah

untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar
bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu
wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya
tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS
dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
IImu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan
mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah
meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu
menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko
yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat,
industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah
bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media
lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta
limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan
berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai
konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian
dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah
salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus
diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan
amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya
sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi
hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh
izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu
dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen
pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum



yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan
menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi
perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan
lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum,

baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan
hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan
hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat
organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut
diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan
kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi
masa Kini dan masa depan.
Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan
ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti,
pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum
pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana
lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan
penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan
penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas
ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu
pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan
gangguan.
Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya
penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata
kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan
penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan
pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup
strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen
ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis
lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko



lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi;

pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;

pendayagunaan pendekatan ekosistem;

kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan

lingkungan global,

h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

I. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

j.  penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang lebih efektif dan responsif; dan

k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan
penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri

untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi
dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi
kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing
yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan
Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan
melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu
organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu,
lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk
mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk
menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan
dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
yang memadai untuk pemerintah daerah.

Q o

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

a.

negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik
generasi masa kini maupun generasi masa depan.



b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat.

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam
yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan™ adalah bahwa setiap
orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan
terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian
daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa
pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian
ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau
menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber
daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian
mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda
langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional
bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas
gender.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya
alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan
lokal.



Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya
terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan
sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber
daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara
keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf |
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap
penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan
lingkungan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan
dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Huruf |
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang
berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah
dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
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Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang
diakui olenh DPRD.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
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Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan laut; dan

b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau
aspek fungsional.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:
a. perubahan iklim;
b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman
hayati;
c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir,
longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya
keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan
manusia.

@

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
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Pasal 18
Ayat (1)
Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan
konsultasi publik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran
batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang
ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah
ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk
dimasukkan ke media air .
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air laut.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah
ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang
seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya dalam udara ambien.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran
batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke
media udara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah
ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang
meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.
Huruf g
Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah
bentuk-bentuk  pemanfaatan sumber daya tanah untuk
menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah
untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat
dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan
produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa
mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu
karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati
terumbu karang yang dapat ditenggang.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah
pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha
dan/atau kegiatan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g



Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa
genetik.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
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Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
dimaksudkan wuntuk menghindari, meminimalkan, memitigasi,
dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau
kegiatan.

Pasal 26
Ayat (1)
Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan
konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga
penyusun amdal atau konsultan.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
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Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi
lingkungan hidup.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas
keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran
serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan
dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses
pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam
ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin
operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain,
karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan
atau pengurangan Kkapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha
dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam
perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek
lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan
pembangunan dan kegiatan ekonomi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah
suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana
yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari
berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.
Huruf ¢
Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau
daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap
orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan
kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya
alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman
secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun
Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan
yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan
kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘“neraca sumber daya alam”
adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan
perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai
moneter.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah
nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional
bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh
suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal
jasa lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara
kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat,
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dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan
hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan
hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya
suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan
lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha
dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup
yang rusak karena kegiatannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah
dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha
dan/atau kegiatan.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah
dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk
kepentingan konservasi lingkungan hidup.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa
ramah  lingkungan  hidup” adalah  pengadaaan  yang
memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan
hidup.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah
pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap
orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak
pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan
pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup”
adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap
setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan
pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup”
adalah  kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan
kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki
fungsi lingkungan hidup.

Huruf ¢

XV



Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan
ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang
menerapkan  persyaratan  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan
hidup” adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan
yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti
penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan
yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan
limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau
emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup
antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan
hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat
jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘“asuransi lingkungan hidup”
adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan
hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk
yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria Kkinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan koservasi
dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup.
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Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘“analisis risiko lingkungan” adalah
prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan
peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah
B3.

Ayat (2)
Huruf a
Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh
proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya
konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya
dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan
kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi
evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan,
identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk
pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah
proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara
individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu
yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika
terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak
yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta
pembangkit listrik tenaga nuklir.
Dokumen audit lingkungan hidup memuat:
a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
b. temuan audit;
c. kesimpulan audit; dan
d. data dan informasi pendukung.
Huruf b
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Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya
pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki

mutu lingkungan hidup.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya
pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat
lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan,

memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya
pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-

bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
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Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup”
adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan
lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain,
konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir
dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya
alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu
tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam,
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota
dan perseorangan dapat membangun:

a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
b.  ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan
pulau/kepulauan; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan,
khususnya tanaman langka.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengawetan sumber daya alam”
adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya
alam beserta ekosistemnya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim”
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya
menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya
penanggulangan dampak perubahan iklim.

XIX



Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim”
adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk
keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang
ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan
konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk
mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup
yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk
menimbulkan dampak negatif.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang
mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang
melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
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Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain,
keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi
sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi
logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang
berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan
hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam
pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi
masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi
lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk
diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak
lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan
hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan
kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
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Cukup jelas.

Pasal 66
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau
pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.

Perlindungan ini  dimaksudkan untuk mencegah tindakan
pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata
dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT,
PCBs, dan dieldrin.
Huruf ¢
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare
per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan
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dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke
wilayah sekelilingnya.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini

termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan
melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup vyang relatif besar dan menimbulkan keresahan

masyarakat.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
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Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius”
adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan
keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga
penanganannya tidak dapat ditunda.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak
keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk
menjamin kepastian hukum.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam
hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain
diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak
lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan
tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:
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a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga
limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang
ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan

pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu

adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak™ atau strict
liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini
merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar
hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan
terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini
dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika
menurut  penetapan  peraturan  perundang-undangan  ditentukan
keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah
kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi
lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya
dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.
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Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan
berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan
prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)

Pemberitahuan dalam Pasal ini  bukan  merupakan
pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas
wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan
penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi,
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan
itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat
dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan
dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas
kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara
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elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau
perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau
dibaca.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Yang dimaksud dengan ‘“melepaskan produk rekayasa genetik”
adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik
menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi
persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik”
adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran
komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk
diperdagangkan maupun tidak.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
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Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk
dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang
senyatanya atau informasi yang tidak benar.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah
badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan
badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah
tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi
dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku
fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini
termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan
pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki
kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119
Cukup jelas.
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Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin
pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber
air.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.
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